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ABSTRAK 

 

 
Kajian hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika sebenarnya sangatlah 

penting terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya terkait dengan 

hukum acara pidana. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur 

tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 mengatur 

tentang hakim dapat memutus perkara tindak pidana narkotika diluar dakwaan 

dengan menyimpangi pidana minimum khusus terhadap pelaku penyalahguna 

narkotika. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan Pasal 182 ayat 4 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan 

Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan 

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut membolehkan hakim memberikan 

pertimbangan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi 

ketentuan pidana minimum khusus. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang 

dirumuskan adalah terkait kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran 

Mahkamah Agung terhadap pemenuhan aspek tujuan hukum. 

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif 

dengan konsep metode pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus dengan 

analisis yang menitikberatkan pada teori hukum pidana dan perarturan hukum 

positif yang relevan dihubungkan dengan studi kasus yang ada. Sumber bahan 

hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan 

dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, 

penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan mengikat 

SEMA berlaku sebagai peraturan pedoman yang sifatnya internal bagi kalangan 

hakim serta dipat dijadikan acuan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak 

pidana narkotika. Kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa 

Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri mengenai aturan 

manakah yang harus ditaati sebagai pedoman penyelesaian perkara Narkotika 

otomatis berdampak pada aspek pemenuhan tujuan hukum yaitu aspek keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan hukum. 

 

 

 

Kata Kunci : Aspek Keadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Tindak 

Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim 
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ABSTRACT 

 

 
Legal studies regarding narcotics crime cases are actually very important for 

the development of law in Indonesia, especially related to criminal procedural law. 

Apart from Law Number 35 of 2009 which regulates Narcotics, Supreme Court 

Circular Letter No. 3 of 2015 regulates that judges can decide on narcotics crime 

cases outside of the indictment by deviating from specific minimum sentences for 

narcotics abusers. According to the author, this is contrary to Article 182 paragraph 

4 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law which states that 

judges are required to decide according to the indictment of the Public Prosecutor, 

whereas the rules of the Supreme Court Circular Letter allow judges to give 

considerations outside of the Public Prosecutor's indictment by deviating from the 

provisions. special minimum sentence. Based on this, the problem formulated is 

related to the position and binding force of the Supreme Court Circular Letter 

regarding the fulfillment of aspects of legal objectives. 

The research method used is a normative juridical method with the concept 

of the Law approach and Case Approach with analysis that focuses on criminal law 

theory and relevant positive legal regulations connected to existing case studies. 

Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal 

materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing documents, 

internet searches, and enriching legal literature. 

The research results show that the position and binding power of SEMA 

applies as an internal guiding regulation for judges and can be used as a reference 

in examining and deciding narcotics crime cases. Confusion for Law Enforcers, 

including Public Prosecutors, Legal Advisors and Judges themselves regarding 

which rules must be obeyed as guidelines for resolving Narcotics cases 

automatically has an impact on aspects of fulfilling legal objectives, namely aspects 

of justice, certainty and legal benefits. 
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